
 
 

 
 

WALIKOTA TEGAL 

PERATURAN WALIKOTA TEGAL 

NOMOR 65 TAHUN 2012 

TENTANG 

PEMBATASAN USAHA WARALABA MINIMARKET DI KOTA TEGAL 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA TEGAL, 

 

Menimbang  

 

: a. bahwa dalam rangka melindungi dan 
menumbuhkembangkan usaha mikro kecil dan 
menengah sub sektor perdagangan eceran lokal di Kota 

Tegal serta untuk menciptakan persaingan usaha yang 
sehat, perlu adanya pembatasan usaha waralaba 

minimarket di Kota Tegal ; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Walikota Tegal tentang Pembatasan Usaha Waralaba 
Minimarket di Kota Tegal ; 

Mengingat  : 1.  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa 

Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta ; 

  2.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan 
Jawa Barat ; 

  3.  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang 
Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 
Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan 

Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 551) ; 

  4.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor  4437) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ; 

   
5.Undang-Undang . . . 

SALINAN 
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  5.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) ; 

  6.  Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Tegal dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 
Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3321) ; 

  7.  Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang 
Penyelenggaraan Waralaba (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1997 Nomor 49, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor  3689) ; 

  8.  Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dan Kabupaten 

Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai 
Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4713) ; 

  9.  Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang 
Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan 
Peraturan Perundang-undangan ; 

  10.  Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang 
Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat 
Perbelanjaan dan Toko Modern ; 

  11.  Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal 

Nomor 6  Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan 
Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan 
Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya  

Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya 
Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya 

Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya 
Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4) ; 

  12.  Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4  Tahun 2004  
tentang Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kota 

Tegal Tahun 2004 Nomor 4) ; 

  13.  Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2012  
tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah 

Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Tegal Nomor 9) ; 

  14.  Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 
tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Tegal 

Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 
2012 Nomor 4) ; 

  15.  Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-

DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan 
Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan 
Toko Modern ; 

   16. Peraturan . . . 
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  16.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010 
tentang Batas Daerah Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah ; 

  17.  Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Tegal (Berita 

Daerah Kota Tegal Tahun 2009 Nomor 1) ; 

  18.  Peraturan Walikota Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang 
Pola dan Mekanisme Pelayanan Perizinan dan Non 
Perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpau Kota 

Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2009 Nomor 2) ; 
 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBATASAN USAHA 
WARALABA MINIMARKET DI KOTA TEGAL 

 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Tegal. 
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Tegal dan Perangkat Daerah sebagai 

unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 
3. Walikota adalah Walikota Tegal. 
4. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Badan Pelayanan Perizinan 

Terpadu Kota Tegal. 
5. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan 

Perdagangan adalah  Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, 
Perindustrian dan Perdagangan Kota Tegal. 

6. Usaha Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perorangan 

atau badan usaha yang sudah mempunyai jaringan secara nasional 
terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan 
barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan 

dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. 
7. Minimarket adalah toko modern berbentuk waralaba dengan batasan luas 

lantai penjualan kurang dari 400 m2 (empat ratus meter persegi) yang 
menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan 
produk rumah tangga lainnya. 

 
 

BAB II 

TUJUAN 
 

Pasal 2 
 

Tujuan pembatasan usaha waralaba minimarket adalah: 

a. memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah di daerah; 
b. mencegah pembentukan struktur pasar yang dapat menimbulkan 

persaingan yang tidak wajar dalam bentuk monopoli, oligopoli dan 
monopsoni yang merugikan usaha mikro, kecil dan menengah; 

 

c. mencegah . . . 
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c. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang 
perseorangan atau kelompok orang atau badan tertentu yang dapat 

merugikan usaha mikro, kecil dan menengah; 
d. menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha mikro, kecil dan 

menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; 
e. meningkatkan peran usaha mikro, kecil dan menengah dalam perluasan 

kesempatan kerja dan berusaha serta peningkatan dan pemerataan 

pendapatan yang seimbang, berkembang dan berkeadilan. 
 
 

BAB III 
PEMBATASAN USAHA WARALABA MINIMARKET 

 
Pasal 3 

 

Pembatasan usaha waralaba minimarket adalah sebagai berikut: 
a. Kecamatan Tegal Timur sebanyak 6 minimarket. 

b. Kecamatan Tegal Barat sebanyak 4 minimarket. 
c. Kecamatan Tegal Selatan sebanyak 1 minimarket. 
d. Kecamatan Margadana sebanyak 1 minimarket. 

 
 

BAB IV 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 
 

Pasal 4 
 

Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha waralaba minimarket dilakukan 

oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan 
Perdagangan sesuai dengan bidang tugas dan wewenangnya. 
 

 
BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 5 

 
Usaha waralaba minimarket yang sudah memiliki izin dan tidak bertentangan 

dengan Peraturan Walikota ini dinyatakan tetap berlaku. 
 

Pasal 6 

 
Permohonan izin penyelenggaraan usaha waralaba minimarket berpedoman 
pada Peraturan Walikota ini. 

 
Pasal 7 

 
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
 

 
 

 
 
 

Agar . . . 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal. 

 
 

         Ditetapkan di Tegal 
         Pada tanggal 8 Oktober 2012 

 

WALIKOTA TEGAL, 
 

ttd 

 
IKMAL JAYA 

 
Diundangkan di Tegal 
pada tanggal  8 Oktober 2012 

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL 
 

ttd 
 

EDY PRANOWO 

 
BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2012 NOMOR 65 

 

 
Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI 
 

ttd 
 

BUDI HARTONO, S.H. 
Penata Tingkat I 

NIP. 19680216 198903 1 004 

 


